
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR J '(1r TAHUN 2017 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan ·· Terpadu Satu Pintu, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur 
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 
Daerah dan adanya perubahan peraturan perundang­
undangan di bidang p~rizinan dan non perizinan maka 
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian 
Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang 
Pembentukan Kabupaten Daer.ah Tingkat II Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
Indonesia Nomor 4412); 



Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
[ndon€sia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik !ndonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 
4844);Tahun 2004 Nomor 84), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian ·Kemudahan 
Penanaman Modal Di Daerah (IAmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Pel~yanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang 
Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017 
Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diu bah 
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tcntang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah; 

8. Peraturan Da€rah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA 
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA. 

BAB I 
KETENTU AN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupatj jnj yang dimaksud dengan _: 
1 . Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat; 

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Moda1 Pe1ayanan Terpadu Satu Pintu dan 
-t Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat; 



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat; 

6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemer'intah Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan 
bukti Legalitas, menyatakan sah atau · diperbolehkannya seseorang atau 
badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu; 

7. Perizinan adalah pemberian Legalitas kepada seseorang a tau Pelaku 
usaha/kegiatan baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha; 

8. Non Perizinan adalah Pemberian Rekomendasi dan Dokumen Lainnya 
kepada seseorang atau badan hukum tertentu; 

9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, 
prosedur, dan biaya peml;,erian perizinan dan non perizinan; · · 

10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan 
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 
permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu 
dalam satu pintu dan satu tempat; 

11. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah pad.a 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 

12. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dati unsur-unsur organisasi 
perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan 
pelayanan perizinan; 

BAB II 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

{l) Melalui P.eraturan Bupati ini, Bupati mende]ggasikan Kewcnangan 
Penanda tanganan kepada Ke pal a Dinas. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan 
jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian· tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Da1am melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat ( 1), kepala Dinas berkewajiban untuk : 
a. memperhatikan dan nwnerapkan prinsip pelayanan publik; 
b. menetapkan mekanisme penz1nan dan non penzman, mulai dari 

pennohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; . 

c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non 
perizinan; 

d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non 
perizinan yang diterbitkan; dan 

e. menyampaikan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non 
perizinan setiap bulan kepada Bupati. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala 
Dinas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangari yang berlaku 
dan mela.ksanal<an prinsip koordina~d, integr~si, sinl<ronis$.si dan keam~nan 
berkas. · 



BAB III 
PELAKSANA KEWENANGAN 

Pasal 5 

( 1) Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dibantu oleh tim teknis. 

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat/unsur 
dari Satuan Kcrja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi 
dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan 
untuk memberikan saran/pertimbangan dalam rangka memberi 
rekomendasi diterima atau ditola.knya suatu permohonan Perizinan. 

Pasal6 

( 1) Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pad a Standar Pelayanan 
Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)yang berlaku. 

(2) SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

( 1) Pembinaan dan p€mgawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan 
non perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Organisasi 
Perangkat Daerah sesuai bidang Perizinan dan Non Perizinan masing­
masmg. 

(2} Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas dilakukan oleh 
Kepala Dinas. · 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka maka Peraturan Bupati 
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang 
Pelayanan Perizinan dan Non· Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, 
P~lg.Y@@ T~rp~g,y S~t.Y PintY g;m T~n~ga K~rj~ dit~PYt d~n ginyatakan tid!;l.k 
berlaku. 



Pasa18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa , 
pada tanggal llo E;ANUA-~ 201 7 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal 1'7 jAt-LVAQ.-t 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

. ' 1)-
NIRLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR )1) 



NO 

A 

1. 

B 

1. 
2. 
3. 
4. 

C 

1. 

D 

1. 
2. 

ID 

1. 

F 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR Di TAHUN 2017 
TANGGAL 

RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG 
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

KEPADA 
DINAS PENANAMAN MODAL, 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

SUB URUSAN PERKEBUNAN •' 

Izin U saha Perke bunan ( IUP ) 

SUB URUSAN PETERNAKAN 

Izin Usaha Obat Hewan 
Izin U saha Petemakan 
Izin Ru.mah Potong Hewan 
lzin Ru.mah Poton~ Umz~as 

SUB URUSAN PERIKANAN 

Surat Izin Usaha Perikanan 

SUB URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMANAN 

lzin Lingkungan 
: lzin Pemasangan Reklame 
: 
i 

i SUlJ URUSAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 

1 Izin Pemanfaa tan Langsung Panas Bumi 
I 

2017 

i SUl3 URUSAN PEKERJMN UMUM 
-~---- -~-- ----

-1.: .. , i Izin Mendirikan Bangunan 
2, Surat lzin Usaha Jasa Kontruksi ( SIUJK) 

G 
1 

SUB URUSJ\N KEBUDAYAAN DAN KEPARlWISATAAN 

L lziri Usaha Kepariwisataan ( IUK) Hotel/ Restoran, Pusat Kebugaran, Biro 

I 
Pe!:ialanan_ dar_i_~~jenisnya 

I 
OM-•~----~• 

H SUB URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

1. Izin Menara Telekomunikasi 

I SUB URUSAN PERTANAHAN 
>---~·-·· .. ···--------------------------

1. lzin Lokasi 

SUB URUSAN SOSIAL DAN KETENAGAKER.JAAN 
------------, 

1. --+---=S:....::tt=r=at-=---I=in::..::_::_K=--=e=ia:..::ta::::::n=.....L.;:::.S.:..::IK.;;__,__-=---Pa=n=--=--tl=-..::..cA=s=u=h=an=,'----'P::.....:a=n.:....:t"----iJ-=---o-=---m-..J.:....-'C.o,<-P_a_n_ti_·_c_a_ca_t ____ ----1 

2. __ Su~·at J~in Tempat Penitipan Anak { TPA 
3. Undian Gratis Berhadiah 
4. Izin Operasional Perusahaan Pcnyedia Jasa / Buruh 
5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA )Tenaga Kerja 

Asin Pendatan Th'WNAP 



K SUB URUSAN PERHUBUNGAN 

1. Surat lzin Trayek 

I 

L SUB URUSAN KESEHATAN 

1. Surat Izin Praktik Dokter 
2. Surat Izin Praktik Dokter Gigi : 
3. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 
4. Surat Izin Praktik Apoteker 

: 5. Surat Izin Kerja Apoteker Bukan di Organiknya 
! 6. Surat Izin Praktik Perawat r---- --I 7. Surat Izin Praktik Bidan 

Surat Izin Praktik Perawat Gigi 8. 
: <J. Surat Izin Praktik Fisiotrafis -µ2:.; Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 
i 11. I Surat Izin Rumah Sakit ,. 

!_1'.2. 1 Surat Izi~ AQotik 
'.__1_:_3:_ i Surat lzin Toko Obat 
' 14. Surat lzin Klinik ,--.•~--
! 15. Surat lzin Pendirian Optikal 

16. Surat Izin Pcndirian Laboratorium Klinik 
17. Scrtifikat Produksi Pangan lndustri Rumah Tangga 

--

-+ M SUB URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 

1. Izin Usaha Industri ( IUI) 
2. i Tanda Daftar lndustri I TDI l 
3. ! Surat Tanda Pendaftaran Waralaba ( STPW) 
4. f Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP) 
5. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 

·-
6. ; Tanda Daftar Gudang ( TDG ) 
7. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol { SIUPMB) 
8. ! Tanda Daftar Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen Masyarakat 

! 
i 

N ' l SUB URUSAN PENANAMAN MODAL 

1. Izin Prinsip Penanaman Modal 
2. i Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 

·-
3. i Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 
4. i Izin Prinsip Penru?:aburn?:an Perusahaan 

~\~i .4\ ~-~ f ~r ~·:'~'.- :.:_:·; ·:·~~)~ .. : ~.r. •. 
_ __ . .. ,.,.-- .. # .......... , .. -~-- •• -~ 

~ ~- ;.~ ;:~ .\ . 
. , ·----·-·-·-· 




